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i 
ABSTRAK 
 
RAHMAT (B111 09 022) “Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang 
Tahun 2009 s/d 2012)”  di bawah bimbingan Aswanto selaku 
Pembimbing I dan Dara Indrawati selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini adalah tinjauan Krimiologis yang bertujuan untuk 
mengetahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana perjudian, khususnya judi 
sabung ayam di Kabupaten Enrekang dan upaya penanggulangan untuk 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan 
judi sabung ayam. 
 
Penelitian ini di laksanakan di Pengadilan Negeri Enrekang yang 
berada di Kota Enrekang, Kejaksaan Negeri, POLSEK Anggeraja, dan 
POLRES ENREKANG, dengan cara melakukan wawancara dengan 
beberapa narasumber serta melakukan penelaahan dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan data-data yang dapat menjadi bahan penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu, peneliti juga melakukan studi 
kepustakaan dengan menelaah buku-buku serta literatur yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
 
Temuan yang diperoleh dari peneliti, yaitu : (1) Latar belakang 
terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang 
disebabkan beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor 
lingkungan, faktor budaya, dan faktor pendidikan. Yang menjadi faktor yang 
paling dominan dari ke empat faktor tersebut adalah faktor ekonomi dan 
faktor budaya, kedua faktor ini yang dominan mempengaruhi atau melatar 
belakangi terjadinya judi sabung ayam di Kabupaten Enrekang. (2) Upaya 
yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perjudian 
yang terjadi di Kabupaten Enrekang yaitu upaya preventif yaitu upaya 
penaggulangan yang di lakukan untuk mencegah tindak pidana atau 
kejahatan yang baru pertama akan dilakukan seseorang seperti melakukan 
penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan melakukan razia. Upaya 
represif yaitu upaya kepolisian dalam menagani kejahatan setelah kejahatan 
itu terjadi seperti melakukan penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan dan 
proses persidangan terhadap terdakwa. Selain itu peran serta masyarakat 
dalam pemberantasan judi sabung ayam sangat diharapkan. Karena dengan 
adanya kesadaran mesyarakat mengenai dampak negative dari judi sabung 
ayam itu akan memberikan efek positif terhadap masyarakat itu sendiri 
sekaligus dapat mengurangi dan diharapkan dapat memberantas maraknya 
judi sabung ayam khususnya di Kabupaten Enrekang. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar belakang Masalah 
 Berdasarkan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia yang   
plural dan bersifat kompleks. Perkembangan kultur pada masyarakat 
Indonesia yang begitu cepat membuat sistem yang ada Indonesia harus 
mengadaptasi dengan perkembangan kultur tersebut, tak terkecuali pada 
daerah terpencil. Pada kondisi tersebut menyebabkan adanya 
kecenderungan untuk mengesampingkan atauran atau norma-norma yang 
berlaku bagi masyarakat. Budaya dan kebiasaan yang berkembang di 
masyarakat tak sedikit yang melanggar aturan-aturan atau norma-norma 
yang berlaku di Indonesia. Melihat kondisi negara Indonesia yang merupakan 
negara kepulauan memberikan dampak pada adanya sistem yang berbeda 
antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Salah satu sistem tersebut 
adalah sistem hukum. 
 Bangsa Indonesia memiliki ± 17.800 pulau. Pulau-pulau tersebut 
memiliki berbagai macam suku dan kebiasaan yang berbeda. Selain aturan 
hukum yang ada, kebiasaan dan norma-norma dalam masyarakat tersebut 
hidup dalam masyarakat dan dianggap sebagai sebuah aturan hukum yang 
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dapat dijadikan dasar tolak ukur untuk menghukum seseorang apabila ada 
masyarakat yang melanggar norma dan kebiasaan yang hidup tersebut. 
Norma dan nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut dapat berupa 
aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis. Namun kebanyakan dari aturan-
aturan yang tersebut merupakan aturan-aturan tidak tertulis yang sudah ada 
sejak zaman dahulu dan diturunkan secara turun-temurun kepada anak 
cucunya hingga saat ini. 
 Namun dalam era modern dan globalisasi sekarang ini, norma dan 
nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut sudah mulai pudar dan sudah 
banyak mengalami pergeseran. Hal ini diakibatkan berubahnya pandangan 
dan kebutuhan hidup di era globalisasi sekarang ini. Era globalisasi telah 
mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menghadapi kehidupan 
yang dianggap sudah bergantung kepada materialistis semata. Hal ini yang 
mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan dengan berbagai 
modus. Baik berupa pencurian, pembunuhan, kejahatan pemerkosaan, 
perjudian, narkoba, serta berbagai macam kejahatan yang lain. Kejahatan 
bisa terjadi karena adanya kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan 
tindak kejahatan. 
 Setiap aspek kehidupa tidak akan pernah terlepas dari berbagai 
masalah dan persoalan. Baik berupa masalah pribadi maupun masalah yang 
berkaitan dengan kehidupan sosial kita. Masalah sosial yang kita alami 
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merupakan problema sosial apabila mempunyai efek yang negatif dalam 
pergaulan dan kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Akibat dari problema 
sosial tersebut adalah meresahkan masyarakat yang dapat mempengaruhi 
ketentraman dan keseimbangan yang ada di dalam masyarakat. Hal ini dapat 
memicu terjadinya perselisihan dan dan dapat mempengaruhi ketentraman 
dan keseimbangan yang ada di dalam masyarakat. Hal ini dapat memicu 
terjadinya perselisihan yang dapat meluas menjadi sebuah pertikaian antara 
masyarakat. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum di sini sangat berperan 
khususnya bagi aparat kepolisian yang dapat bertindak tegas dan serius 
dalam menangani kejahatan khususnya kejahatan perjudian agar tidak ada 
lagi tindakan yang dapat menggangu keamanan masyarakat. 
Perjudian merupakan suatu gejala sosial, dimana yang menjadi fokus  
utama yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan perkataan lain bahwa di 
tinjau dari segi kriminologisnya lebih cenderung melihat pada “penjahatnya”. 
Sedangkan apabila ditinjau dari hukum pidana, lebih cenderung melihat pada 
“peristiwanya” lalu menoleh pada penjahatnya kemudian menghukum si 
penjahat yaitu pelaku perjudian. Tindakan yang tegas itulah yang tidak 
terdapat dalam kriminologi, namun hal tersebut tidak berarti bahwa 
kriminologi tidak mempunyai perhatian atas proses penghukuman itu. Hal ini 
disebabkan bahwa kriminologi pun menciptakan suatu masyarakat yang 
aman dan tentram. 
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Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan norma-norma 
agama apapun di dunia ini. Judi juga melanggar norma-norma yang lain 
seperti norma kesusilaan, moral, terlebih norma hukum. Meskipun demikian, 
perjudian di masa sekarang telah menyebar dan berkembang sesuai dengan 
dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Hingga saat ini praktik-praktik dan 
bentuk-bentuk perjudian tampak dengan jelas di dalam kehidupan 
bermasyarakat. Salah satu bentuk dan praktik dari perjudian tersebut adalah 
sabung ayam. SNamun kita tidak bisa memungkiri bahwa perjudian 
merupakan salah satu bentuk dari kerusakan moral moral dari orang itu 
sendiri. Mereka yang melakukan perjudian ini ada beberapa faktor yang 
menjadi latar belakangnya. Pertama, faktor sosial dan ekonomi, dimana 
masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, seringkali 
mengaggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup 
mereka. Kedua, faktor situasional dimana ada situasi yang bisa dikategorikan 
sebagai pemicu perilaku berjudi, salah satunya adalah ada tekanan dari 
teman-teman, kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian 
dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelolah perjudian. 
Ketiga, persepsi tentang keterampilan, dimana penjudi yang merasa dirinya 
sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan 
cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan 
judi adalah karena keterampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan 
5 
yang dimiliki akan memuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi 
untuk mencapai kemenangan (illusion of control). 
Perjudian merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan. Dalam 
KUHP diatur secara tegas mengenai perjudian termasuk judi sabung ayam. 
Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 Tahun 
1974, tentang Penertiban judi Jo. PP.No 9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden 
dan Instruksi Mentri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Karena hal ini 
disadari pemerintah adalah sebuah permasalahan yang patut di perhatikan, 
maka dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP tersebut 
dipertegaskan dengan UU. No.7 Tahun 1974, yang di dalam Pasal 1, 
mengatur semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Di sini dapat 
dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi 
sebelum Tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP), ada 
yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP) dan sebutan Pasal 542 
KUHP, kemudian dengan adanya UU.No.7 Tahun 1974 diubah menjadi Pasal 
303 bis KUHP. 
Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian yang 
melibatkan ayam jantan yang diaduh oleh orang-orang yang dikenal sebagai 
petarung atau pemain. Sabung ayam adalah suatu tindak pidana perjudian 
yaitu pertaruhan sejumlah uang bahkan benda dimana sipemilik ayam yang 
menang akan mendapatkan uang atau benda taruhan itu. Sabung ayam 
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dalam prakteknya di Enrekang adalah mengadu dua ekor ayam jantan di 
sebuah tempat yang khusus yang disediakan sebelumnya. Namun sebelum 
diaduh kedua belah pihak (pemilik ayam jago) sepakat untuk menukarkan 
ayam untuk masing-masing dipegang agar tidak ada ayam yang besar 
sebelah, setelah keduanya sepakat maka ayam tersebut dipasangkan taji 
(pisau kecil). Selain perjanjian tersebut ada juga perjanjian mengenai serah 
terima uang atau segala sesuatu yang berharga di antara mereka, tergantung 
pada hasil suatu kesepakatan. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak 
berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan dari 
pihak lawan. 
Dampak dari perjudian sabung ayam itulah sangatlah merugikan baik 
dari segi materil maupun waktu bahkan dapat merusak moral bangsa kita. 
Pada dasarnya kejahatan dapat menimbulkan ketertiban, keamanan, dan 
ketentraman masyarakat yang ada disekitar tersebut pasti akan terganggu, 
selain itu dampak pengaruh terhadap anak-anak sangat besar karena 
mereka dapat meniruh apa yang mereka lihat dari lingkungan yang ada 
disekitar mereka. 
Menurut perspektif hukum, tindak pidana perjudian ini sendiri sangat 
tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, yaitu yang diatur 
dalam Pasal 303 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban 
perjudian. Tidak dapat dipungkiri bahwa perjudian merupakan penyakit 
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masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma 
kesopanan serta norma kesusilaan, maka penulis memberanikan diri 
mengangkat dan mengkaji judul skripsi tentang “Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kabupaten 
Enrekang Tahun 2009 s/d Tahun 2012)” sebagai syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana hukum. 
B. Rumusan Masalah. 
 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis 
mengemukakan Rumusan Masalah adalah sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Perjudian 
Sabung Ayam di  Kabupaten Enrekang ?  
2. Bagaimanakah upaya penaggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam 
oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Enrekang ? 
C. Tujuan Penelitian 
 Dengan mengacu pada masalah dalam rumusan masalah di atas 
maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan Perjudian 
Sabung Ayam di Kabupaten Enrekang. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penaggulangan Kejahatan Perjudian 
Sabung Ayam oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Enrekang. 
D. Kegunaan Penelitian 
 Berdasarkan permasalahan yang menjadi focus kajian penelitian ini 
maka, manfaat yang ingin dicapai dan diharapkan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, 
khususnya dalam bidang hukum pidana maupun kriminologi. 
2.  Memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh pihak yang 
berwajib dalam menangani tindak pidana judi yang sudah menjadi 
penyakit masyarakat. 
3.   Menjadi manfaat dan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang 
efek negatif dari perjudian itu sendiri. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian-Pengertian 
 1. Pengertian Kriminologi 
 P. Topinard (A.S Alam ; 2010 : 1), menyatakan bahwa: 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh 
P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Ilmu 
pengetahuan ini berkembang pada abad ke 19, bersama dengan 
berkembangnya sosiologi.  
Plato (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa ; 2010 : 1) 
Tapi elemen-elemen kriminologi telah dikenalkan oleh para filosofi 
Yunani kuno yaitu Plato (427-347 SM) dalam bukunya Republiek telah 
mengemukakan bahwa emas, dan manusia merupakan sumber 
kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin 
merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Aristoteles (384-322 SM) 
mengemukakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan 
pemberontakan. 
Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, karena hukum 
pidana baik materiil maupun formal serta system penghukumaan sudah tidak 
efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan 
semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan ada beberapa 
yang berpendapat bahwa jika nanti perkaembangan kriminologi sudah 
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sempurna, maka tidak di perbolehkan maka tidak ada lagi pemidanaan. 
Sebab meskipun telah berabad-abad dijatuhkan pidana kepada orang yang 
berbuat kejahatan, namun dalam kenyataan yang ada kejahatan masih tetap 
dilakukan. 
 Secara etimologis, kriminologi berasal dari dua suku kata yakni kata 
crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi 
dapat kita member kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan 
tentang kejahatan. 
 Menurut Michael dan Adler (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa ; 
2010:12), berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan 
mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan 
cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib 
masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. 
 W.M.E. Noach (A.S. Alam ; 2010:2), menyatakan  bahwa: 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala 
kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta 
akibat-akibatnya. 
 
Paul Moedigdo Moelino (Abdussalam ; 2007:5), mengemukakan 
bahwa kriminologi adalah: 
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Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, 
karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang 
ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku 
untuk melakukan perbuatan yang di tentang oleh masyarakat. 
 
Menurut E.H. Sutherland seorang pakar kriminologi dari Amerika 
(Abdussalam ; 2007:4), kriminologi adalah: 
Seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai 
fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-
undang, pelanggaran Undang-undang bahkan aliran moder yang 
diorganisasikan oleh Von List menghendaki bantuannya, agar 
bersama-sama menangani hasil penelitian “kebijakan kriminal”, 
sehingga memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap 
penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya yang semuanya 
ditujukan untuk melindungi “warga negara yang baik” dari penjahat. 
 George C. Vold (Abdussalam ; 2007:4), menyatakan bahwa dalam 
mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap, artinya kriminologi selalu 
menunjukkan pada perbuatan manusia juga batasan-batasan atau 
pandangan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau 
pandangan pada masyarakat tentang apa yang di bolehkan dan apa yang 
dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya itu terdapat 
dalam Undang-undang kebiasaan adat istiadat. 
 Menurut W.A.Bonger (A.S. Alam ; 2010:2), memberikan defenisi 
kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-
gejala kejahatan seluas-luasnya. 
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J. Constant (A.S. Alam ; 2010:2), mengemukakan bahwa kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan fakto-faktor yang 
menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
E.Durkheim (Abdussalam ; 2007:4), seorang pakar sosiologi 
masyarakat, kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat 
tanpa kejahatan. 
Menurut Wolfrang Savitz dan Johnston (Topo Santoso dan Eva 
Achjani Zulfa ; 2010:12),  mengemukakan bahwa, kriminologi adalah: 
Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk 
memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan 
dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-
keterangan, pola-pola dan faktor-faktor causal yang berhubungan 
dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat. 
 
Menurut Wood (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa ; 2010:12), 
mengemukakan bahwa: 
Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang didasarkan pada 
teori pengalaman yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, 
termasuk reaksi-reaksi masyarakat atas kejahatan dan penjahat. 
 
 Seeling  (Noac ; 1984:27), mengemukakan kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan atau ajaran dengan ajaran-ajaran nyata. 
13 
 Menurut Wolgang, Savitz, dan Johnston (Wahju Muljono 
:2012;35), dalam bukunya “The Sociology of Crime and Delinqency”, 
selanjutnya mengatakn bahwa, kriminologi adalah kumpulan ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh 
pengetahuan dan pengertian tentang gejalah kejahatan dengan jalan 
mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, 
keseragaman-keseragaman, pola-pola, faktor-faktor  yang berhubungan 
dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap 
keduanya. 
 Lebih lanjut  Wolgang dan kawan-kawan membagi kriminologi sebagai 
berikut: 
a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan; 
b. Pelaku kejahatan; dan 
c. Reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap 
pelakunya.  
 Jadi, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan baik itu timbul karena 
pelaku itu sendiri berjiwa penjahat atau lingkungan sekitar. 
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 R. Soesilo (1989:1), mengemukakan bahwa kriminologi adalah 
merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dan 
kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan 
kelakuan itu. 
 Abdulsyani (1987:9), memberikan rumusan kriminologi, sebagai 
berikut: 
Kriminologi dianggap bagiam dari science yang dengan penelitian 
empiris berusaha member gambaran tentang fakta-fakta kriminologi 
dipandangnya suatu istilah global untuk suatu lapangan ilmu 
pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam sehingga 
tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja. 
 
 Rusli Efendi (1993:9), merumuskan bahwa kriminologi adalah 
sebagai berikut: 
Kriminologi adalah suatu ilmu tentang kejahatan itu sendiri, subjeknya 
adalah melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajari 
sebab-sebabnya sehingga orang melakukan kejahatan, apakah itu 
timbul karena bakat orang itu sendiri adalah jahat ataukah disebabkan 
karena keadaan masyarakat disekitarnya (millew) baik keadaan sosial 
maupun ekonomis. 
 
 
Soejono D, (1983:3), mengemukakan pengertian kriminologi adalah: 
Kriminologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan hukum 
pidana, secara khusus mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan 
dan sekaligus mencari upaya penaggulanagannya dapat ditinjau dari 
segi etimologi dan terminologi. 
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Dalam kamus istilah aneka hukum yang di susun oleh C.S.T. Kansil, 
dengan Christine S.T. Kansil, (2000:229), kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan yang mencari apa dan sebabnya dari kejahatan dan berusaha 
untuk memberantasnya sedangkan kriminologi sosial adalah ilmu yang 
smempelajari kriminalitas (kejahatan) sebagai gejala kemasyarakatan. 
 Menurut Noac (http://www//google/pengertian kriminologi. com, 03 
November 2010) membagi kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik 
sebagai berikut: 
1. Kriminologis dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat kriminalitas. 
2. Kriminalistik adalah pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai 
dengan mempergunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-lain, seperti ilmu 
kedokteran forensik. 
 Kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan sebab cirri setiap 
masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan 
masyarakat tersebut pada mulanya sering kali disebut kejahatan, misalnya 
dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap Socrates. 
 Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan sosial dan historis, 
sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan di 
tanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, 
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ataurannya dan hukumannya dilanggar, disamping adanya lembaga yang 
tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. 
 Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan 
manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan 
semata-mata merupakan batasan-batasan Undang-Undang artinya ada 
perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai 
jahat, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan sebagai 
atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya. Dalam 
hukum pidana orang seringkali membedakan antara delik hukum khususnya 
tindak pidana yang di sebut kejahatan (Buku II KUHP) dan dilik Undang-
Undang yang merupakan pelanggaran(Buku  III  KUHP).Mengenai 
perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dewasa ini banyak 
dipertanyakan orang yaitu apakah semua tindak pidana itu sebenarnya 
merupakan kejahatan.oleh karena itu,perbuatan tersebut oleh Undang-
Undang ditunjuk atau dijadikan kejahatan (tindak pidana). Dalam Rancangan 
KUHP sudah tidak ada perbedaan istilah kejahatan(mal per se)dan istilah 
pelanggaran(mal prohibita), hanya megenal satu istilah yaitu Tindak Pidana.
 Oleh karena itu dalam ilmu pegetahuan,kriminologi masuk dan dalam 
kelompok ilmu pegetahuan sosial. Dalam realitanya, kejahatan tidak hanya 
berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan 
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat,ada masyarakat yang 
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menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek 
moyangnya. 
2. Pegertian Kejahatan 
 Menurut R. Soesilo (yuridis) dalam A. Gumilang (1993:3),  
mengertikan kejahatan sebagai suatu perbuatan/tingkah laku yang 
bertentangan dengan undang-undang tersebut harus dibuat lebih dulu 
sebelum adanya peristiwa pidana, agar penguasa tidak sewenang-wenang 
dan memberikan kepastian hukum.Asas ini disebut “NULLUM DELICTUM 
NULLA POENA SINE PRAVIEA LEGE POENALE‟‟ tertera dalam pasal 1 
KUHP yang berbunyi: pada suatu perbuatan boleh dihukum selain 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya. 
 Sutherland (H.R. Abdussalam ,2007:15), memberikan pegertian 
kejahatan secara yuridis sebagai: 
Perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan 
dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu sanksi. 
 
 Pegertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis. Kejahatan adalah 
perbuatan atau tingka laku yang selain merugikan si penderita (korban), juga 
sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan 
ketentraman atau keseimbangan. 
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 M.E. Elliat dalam A, Gumilang (1993:4), mengartikan kejahatan: 
Sebagai suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku 
yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman. 
 
 Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa ;2010:11), 
membagi tiga cabang ilmu kejahatan: 
1. Sosiologi Hukum 
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam 
dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu 
adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab 
kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan 
perkembangan hukum (khususnya hukum pidana). 
2. Etiologi kejahatan 
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari 
kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang 
paling utama. 
3. Penology 
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland 
memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian 
kejahatan baik represif maupun preventif. 
 
 Menurut (A.S. Alam; 2010:16), defenisi kejahatan dapat dilihat dari 
dua sudut pandang yaitu: 
a. Dari sudut pandang hukum. 
Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, 
bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak 
dilarang didalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu telah 
dianggap perbuatan bukan kejahatan. 
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b. Dari sudut pandang masyarakat. 
Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang 
masih hidup dalam masyarakat. 
 
 Menurut Mr.W.A. Bonger dalam A.Gumilang (1993:4) mengertikan 
kejahatan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh 
tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. 
 J.E. Sahetapi (1986:15) dalam bukunya Kasus Kejahatan dan 
Beberapa Analisa Kriminologi, selanjutnya mengatakan bahwa, kejahatan 
adalah suatu penekanan belaka dari penguasa (pemerintah) yang dalam 
pelaksanaannya kepada puncak hakim untuk memberikan penilaian apakah 
suatu persoalan yang diajukan kepadanya merupakan perbuatan padana 
atau bukan. 
 Van Bemmelen (Roeslan Saleh;1983:17), merumuskan kejahatan 
sebagai: 
Tiap kelakuan yang bersifat merugikan, yang menimbulkan begitu 
banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga 
masyarakat itu berhak untuk mencelah dan menyatakan penolakannya 
atas perlakuan itu dalam bentus nestapa denga sengaja diberikan 
karena kelakuan tersebut. 
 
 Frank Tannembaum (J.E. Sahetapy, 1979:11), menyataka, crime is 
eternal as society, artinya dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan. 
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 Lebih lanjut pengertian kejahatan dapat dilihat dari pembagian 
dibawah ini sebagai berikut: 
1. Pengertian dari sudut pandang hukum. 
 Secara hukum kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah 
tingkah laku atau perbuatan yang jahat tiap-tiap orang dapat merasakannya 
bahwa perbuatan itu adalah jahat seperti perjudian, penadahan, 
pemerkosaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. 
2. Pengertian dari sudut pandang sosiologi 
 Sosiologi berpendapat bahwa, kejahatan disebabkan karena kondisi-
kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-
perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi-kondisi dan proses-proses 
tersebut menghasilkan dua kesimpulan yaitu pertama terdapat hubungan 
antara variasi angka dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana 
kejahatan tersebut terjadi. Maka angka kejahatan dalam masyarakat, 
golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai 
hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses. Misalnya gerakan 
sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan, sosiologi politik, agama, 
ekonomi, dan seterusnya. Kedua, para sosiolog berusaha untuk menentukan 
proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Analisis ini 
bersifat sosial psikolog. Beberapa ahli menekankan pada beberapa bentuk 
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proses seperti imitasi, konsepsi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi 
differentasial, kompensasi, insentifikasi, konsepsi diri pribadi dan 
kekecewaan yang agresif sebagai proses-proses yang menyebabkan 
seseorang menjadi penjahat. 
 Menurut Hari Saheroji (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 
;2001:28), kejahatan diartikan sebagai berikut: 
a. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada 
suatu waktu tertentu.  
b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. 
c. Yang perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti 
sosial yang di sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, 
perbuatan mana dapat dihukum oleh negara. 
 Gerson W. Bawengan (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 
;2001:27), membagi tiga pengertian kejahatan menurut penggunaanya 
masing-masing yaitu: 
1. Pengertian secara Praktis 
 Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan 
pelanggaran suatu norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan 
norma yang berasal adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa 
penghukuman atau pengecualian. 
2. Pengertian secara Religious 
 Pengertian dalam arti religious ini mengidentifikasi arti kejahatan dengan 
dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap 
jiwa yang berdosa. 
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3. Pengertian secara Yuridis 
 Kejahatan dalam arti yuridus disini, maka kita dapat melihat misalnya 
dalam KUHPidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan 
pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain 
KUHPidana, hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiscal,ekonomi 
atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai 
kejahatan. 
 Hal ini sejalan dengan A. Qirom Syamsuddin dan E. Sumoryono 
(Abdul Wahid dan Muhammad Irfan ;2001;28), yang memberikan 
kejahatan sebagai berikut: 
a. Segi Sosiologi 
Kejahatan yang diartikan pada cirri-ciri khas yang dapat dirasakan dan 
diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terdapat pada pebuatan 
amoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari sudut masyarakat 
dimana msyarakat dirugikan. 
b. Segi Psikologi 
 Kejahatan merupakan menifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkaha 
laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku 
dalam masyarakat. 
c. Segi Yuridis 
 Kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. 
 Dari beberapa defenisi kejahatan diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa unsur-unsur dari kejahatan adalah perbuatan yang 
dilakukan dengan segaja, perbuatan merugiakan orang lain, perbuatan yang 
menimbulkan kejengkelan dalam masyarakat. Ada pula kesimpulan yang di 
beriakan oleh para pakar dan filsuf zaman dahulu, bahwa akar kejahatan 
adalah: 
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- Emas  
- Manusia 
- Kemiskinan; dan 
- Pemberontakan. 
Bahwa kemudian di Indonesia akar kejahatan dapat ditamba dengan: 
- Ketidaktegasan aparat dalam bertindak; 
- Kesalahan dalam proses rekrutmen hakim. 
 
3. Pengertian Kejahatan Perjudian 
 Pada hakekatnya  kejahatan perjudian adalah bertentangan dengan 
agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahyakan masyarakat, 
bangsa dan negara dan tinjau dari kepentingan nasional. Perjudian 
mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat 
terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial 
yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya 
peradaban manusia. 
 Judi atau permainan “judi” atau”perjudian” menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai 
taruhan”. Berjudi adalah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam 
permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan 
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sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta 
semula”. 
 Pengertian lain dari judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat di 
lihat pada kamus istilah Hukum Fockema Andreae dalam Saleh Adiwinata 
(1983:1986), yang menyebutkan sebagai “Hazardspel atau kata lain dari 
Kansspel, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat 
dihukum berdasarkan peraturan yang ada”. 
 Menurut Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition 
(M.Marwan dan Jimmy ;2009:507), bahwa perjudian adalah permainan judi 
yang dilarang oleh undang-undang Hukum Pidana. 
Menurut Kartini Kartono (2005:56), menyatakan bahwa perjudian 
merupakan:  
 Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau 
sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan 
harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan 
pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum 
pasti hasilnya. 
Dali mutarani (1962:220), dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai 
berikut: 
 “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga 
termasuk segala pertaruhan  tentang kalah menangnya suatu pacuan 
kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam 
perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak 
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ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalistor dan 
lain-lain”. 
 
 Pengertian perjudian juga dapat di tinjau dari dua segi yaitu segi 
negatif dan segi positif, yaitu: 
a. Tinjauan dari segi negatif 
 Berbicara mengenai perjudian sudah tentu akan timbul tanggapan-
tanggapan dari setiap individu dalam masyarakat. Pada umumnya 
masyarakat memandang perjudian itu bertentangan dengan akhlak 
manusiawi. Hal ini memang benar, tetapi tidaklah dapat dikatakan seluruhnya 
benar. 
 Memang kalau kita lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari maka 
banyak masalah sosial sebagai akibat negatif dari perjudian ini. Dapatlah kita 
ambil sebagai contoh yang konkrit bahwa seseorang yang telah terjun ke 
dunia perjudian, akan lupa segala-galanya. Kiranya ada benarnya jika 
ditambahkan disini bahwa orang yang demikian telah lupa daratan yang 
menjadi penyebab utama adalah ketagihan, yang di maksud disini adalah 
perjudian yang mempertaruhkan uang. 
 Ini berarti bahwa betapa sukarnya apabila telah terjerumus kedalam 
perjudian yang hiasa dimainkan di atas meja untuk meninggalkan meja judi 
tersebut. Tetapi yang melakukan perjudian tersebut tidak boleh lupa bahwa 
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akibat lain yang timbul karena ketagihan ialah pada saat keuntungan yang 
telah mereka peroleh tanpa mereka sadari akan lenyap sedikit demi sedikit, 
sudah tentu kalau mereka mengalami kekalahan kembali. 
b. Tinjauan dari segi positif 
 Setelah tadi diuraikan mengenai perjudian dari segi negatif yang 
bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam 
masyarakat, maka sebagai imbanganya ada juga perjudian yang 
diperbolehkan. Ini dapat kita lihat sebagaimana yang ada terutama di kota-
kota besar yang sebetulnya menurut anggapan masyarakat bukan termasuk 
perjudian tetapi hanyalah sebagai alat hiburan saja. 
 Kesimpulan dari uraian ini adalah bahwa perjudian yang memang 
sebagaimana kenyataan pada akhirnya akan merusak kehidupan 
masyarakat, baik dalam suasana kehidupan masyarakat terkecil atau 
keluarga maupun masyarakat umumnya dimana perjudian itu hidup apabila 
tidak ditertibkan. 
 Untuk mencegah akibat negatif yang demikian, maka pemerintah telah 
mengambil langkah-langkah sebagai tindakan preventif maupun refresif bagi 
setiap pelanggar peraturan mengenai perjudian yaitu dengan memperberat 
ancaman-ancaman pidana yang telah tertera dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. 
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 Menurut Johannes Papu (perilaku berjudi” http: //www.artikel 
perjudian/ html, Jakarta 28 juni 2002. (akses tanggal 25 Februari 2013), judi 
adalah merupakan satu penyakit masyarakat dan mempunyai gejala-gejala 
seperti berikut: 
1. Banyak waktu terbuang sia-sia. 
2. Kemiskinan, kesengsaraan terhadap diri dan keluarga. 
3. Bersikap tidak jujur dan selalu berhutang. 
4. Kepentingan kerja selalu diabaikan. 
5. Tidak menghiraukan kesehatan, makanan, minum tidak teratur. 
6. Bersikap tamak dan menggunakan apa saja untuk kepentingan selalu 
mengalami kerugian karena tidak dapat apa-apa dengan berjudi. 
7. Sanggup melakukan apa saja asalakan dapat berjudi. 
8. Kemungkinan besar pemain judi akan ditangkap dan didakwa 
dipengadilan. 
9. Pemain judi tidak menjadi kaya melalui perjudian. 
Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam pasal 303 ayat (3) yang di 
rubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 
Perjudian disebutkan bahwa:” Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap 
permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung 
tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih 
terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang 
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keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan 
anatara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 
pertaruhan lainnya”. 
 Berkaitan dengan masalah judi ataupun perjudian yang sudah 
semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling 
bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap 
masalah sepele. 
 Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan 
merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut 
serta menaggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi. 
Menurut  R. Soesilo (1995:222), mengatakan bahwa perjudian 
sebagai berikut: 
“ Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang 
pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga 
kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan 
kebiasaan pemain”.   
 
 Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 
1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian 
dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian 
pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”. Dalam 
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penjelasan undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya 
pengklasifikasiaan terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian 
sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman 
hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak 
membuat pelakunya jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman 
terhadap tindak perjudian adalah dalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP 
yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1974. Dengan 
adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat 
digolongkan menjadi dua golongan/macam yaitu:  
1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila 
pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang 
berwenang. 
2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila 
pelaksanaannya tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang 
berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya 
untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik 
atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan 
tersebut. 
 Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai 
berikut: 
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 a. Menggunakan kesempatan untuk main judi. 
 b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. 
 Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan 
pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman 
pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana 
denda paling banyak tiga ratus rupiah. 
 Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang palig makin 
meniggi, juga unsur ketegangan, disebabkan ketidakpastian untuk menang 
dan kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organism semakin tegang dan 
makin gembira; menumbuhkan efek-efek, rasa had, renjana, iba hati, 
keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk 
betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan 
kepercayaan animistic pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan 
sedemikian ini tampaknya anakhronistik (tidak pada tempatnya karena salah 
waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat 
pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudian 
tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi professional yang tidak 
mengenal akan rasa jera. 
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B. Kejahatan Perjudian dalam Perspektif Hukum 
 Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak 
pidana (delik) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 
dinyatakan bahwa semua tidak pidana perjudian sebagai kejahatan. 
Mengenai batasab perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP 
sebagai berikut: “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, 
dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantungan pada 
peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di 
situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 
permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut 
berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”. 
 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang 
Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi 3 bagian 
yaitu: 
1.   Perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, 
Keno, Tombala, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot 
Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / 
bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), Pachinko, 
Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-kiu. 
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2.   Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam 
pada sasaran atau papan berputar (Paseran), lempar gelang, lempar 
uang (coin), Kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, 
lemparan bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, 
pacu kuda,karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-
erek. 
3.   Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, 
adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing. 
 Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu 
dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.00.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Pasal 
303 KHUP jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyebutkan: 
(1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana 
denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa 
mendapat ijin: 
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 
untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata 
pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu 
perusahaan untuk itu. 
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2. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan 
kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan 
sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak 
peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya 
sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. 
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai 
pencaharian. 
(2)  Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 
pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan 
pencaharian itu. 
 Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, tetapi baik dakam KUHP maupun Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. 
Adapun beberapa kelemahannya adalah: 
1. Perundang-udangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan 
mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan 
perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat 
dijadiakan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak 
dikenakan hukuman pidana. 
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2. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal 
hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal 
hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim 
seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa 
bulan saja atau malah dibebaskan. 
3. Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2, hanya dikenakan terhadap 
perjudian yang bersifat illegal, sedangkan perjudian yang legal 
atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak 
dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek 
izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti 
adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat 
yang berwenang. 
Mengigat masalah perjudian sudah menjadi penyakit dalam 
masyarakat, maka perlua ada upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, 
tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari 
kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan 
bahu-membahu menaggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. 
C. Jenis-Jenis Kejahatan Perjudian 
 Pada masa sekarang, banyak bentu permainan yang sulit dan 
menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya 
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pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat, dan sepak bola. 
Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, balap anjing, biri-biri dan 
karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif 
dalam bentuk asumsi yang menyenagkan untuk menghibur diri sebagai 
pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan 
elemen-elemen  pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain 
untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk 
mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-
kelompok tertentu. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerinth Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), 
disebutkan beberapa macam perjudian: 
 Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi: 
1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari: 
a. Roulette; 
b. Blackjack; 
c. Baccarat; 
d. Creps; 
e. Keno; 
f. Tombala; 
g. Super ping-pong; 
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h. Lotto Fair; 
i. Satan; 
j. Paykyu; 
k. Slot Machine (Jackpot); 
l. Ji Si Kie; 
m. Big Six Wheel; 
n. Chuc a Cluck 
o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan; 
p. Yang berputar (Paseran); 
q. Pachinko;  
r. Poker; 
s. Twenty One; 
t. Hwa-hwe; 
u. Kiu-kiu. 
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari 
perjudian dengan: 
a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang 
tidak bergerak; 
b. Lempar gelang; 
c. Lempar uang; 
d. Koin; 
e. Pancingan; 
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f. Menebak sasaran yang tidak berputar; 
g. Lempar bola; 
h. Adu ayam; 
i. Adu kerbau; 
j. Adu domba atau kambing; 
k. Pacu kuda; 
l. Kerapan sapi; 
m. Pacu anjing; 
n. Hailai; 
o. Mayong atau macak; 
p. Erek-erek. 
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain 
perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan: 
a. Adu ayam; 
b. Adu sapi; 
c. Adu kerbau; 
d. Pacu kuda; 
e. Kerapan sapi; 
f. Adu domba atau kambing; 
g. Adu burung merpati. 
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Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang 
terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, kerapan sapi, adu kerbau dan 
sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang 
bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang 
kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. 
D. Teori Penyebab Kejahatan 
 Sebab timbulnya kejahatan menurut beberapa teori (Kartini Kartono 
;1994 :25), antara lain: 
a. Teori Psikogenesis (Psikogenesis dan Psikatris) 
Teori ini menekankan sebab tingkah lakuyang menyimpang dari 
sesorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor 
kepribadian, intelegencia, fantasi, konflik batin, emosi dan motifasi 
seseorang. 
b. Teori biologis 
Teori mengemukakan tentang batasan tentang penyebab terjadinya 
kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan seseorang 
muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmania seseorang. Dalam 
teori ini muncul ahli yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk 
berbuat jahat, diturunkan oleh keluarga, dalam hal ini orang tua 
(kejahatan warisan biologis). Inti ajaran ini adalah bahwa sususnan 
tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari pola-
pola kebudayaan sipelaku bagaimanapun keadaan lingkungan 
sosialnya itu. 
c. Teori sosiogenesis 
Teori ini menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang 
menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur 
sosial. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga 
dan peranan sosial terhadap setiap individu ditengah masyarakat, 
ditengah kelompoknya maupun terhadap dirinya sendiri. 
d. Teori subkultur 
Teori sangat ditentukan oleh faktor kultur 
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Wolfgang dan Ferracuti (Kriminologi),(Topo santoso dan Eva Zulfa 
;2010:86), mengatakan bahwa “Dibeberapa sub budaya norma-norma 
tingkah laku ditentukan oleh suatu sistem nilai yang menuntut 
penggunaan secara terang-terangan kekuatan atau kekerasan”. 
 
 Menurut keempat teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang 
merupakan suatu sifat struktur social dengan pola budaya yang khas dari 
lingkungan familiar, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh orang 
tersebut. 
 Sedangkan menurut A. S. Alam (2010:45), membagi teori kejahatan 
dari prespektif sosiologis menjadi tiga kelompok umum, yaitu? 
1. Teori-teori Anomie 
A. Emile Durkheim 
 Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858-1917), menekankan 
pada, normlessness, lessens social control”  yang berarti mengendornya 
pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya 
kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan didri 
dalam pergaulan. Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan 
mellihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui 
bagaimana masing-masing berhubungan satu dengan yang lain. Dengan 
kata lain, kita melihat pada struktur suatu masyarakat guna melihat 
bagaimana ia berfungsi. 
 Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak 
terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi 
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sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah anomie 
sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-
patokan dan nilai-nilai. Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai 
kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri atau 
egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan 
diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. 
B. Robert Merton 
 Robert Merton dalam „sosial theory and sosial structure’ pada tahun 
1957 yang berkaitan dengan teori anomi Durkheim mengemukakan bahwa 
anomie adalah suatu kondisi manakalah tujuan tidak tercapai oleh keinginan 
dalam interaksi sosial. Teori anomi dari Merton menekankan pentingnya dua 
unsur penting di setiap masyarakat, yaitu cultural aspiration dan 
institusionalised. Dan disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang 
memberikan tekanan. 
 Merton mengemukakan bentuk kemungkinan penyesuaian atau 
adaptasi bagi anggota masyarakat untuk mengatasi tekanan (strain), yaitu: 
a. Conformity, merupakan perilaku yang terjadi manakalah tujuan dan 
cara yang sudah ada dimasyarakat diterima dan melalui sikap itu 
seseorang mencapai keberhasilan. 
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b. Innovation, ini terjadi ketika masyarakat beralih menggunakan 
illegitimate means atau sarana-sarana yang tidak sah jika mereka 
menemui dinding atau halaman terhadap sarana yang sah untuk 
menemui sukses ekonomi tersebut. 
c. Ritualism, adanya penyesuain diri dengan norma-norma yang 
mengatur instutionalized means, dan hidup dalam batas-batas rutinitas 
hidup sehari-hari (pasrah). 
d. Retreatism, mencerminkan mereka yang terlempar dari kehidupan 
kemasyarakatan (mengucilkan diri). 
e. Rebellion, adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak, tetapi 
juga berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada (demonstrasi). 
C. Cloward dan Ohlin 
 Teori anomi versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya Differential 
Opportunity, dalam kehidupan dan struktur masyarakat. Pendapat Cloward 
dan Ohlin dimuat dalam karya Delinquency and Opportunity, bahwa para 
kaum muda kelas bahwa akan cenderung memilih satu tipe subkultural 
lainnya yang sesuai dengan situasi anomie mereka dan tergantung pada 
adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka. 
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D. Cohen  
 Teori anomie Cohen disebut Lower Class Reaction Theory. Inti teori ini 
adalah delinkuensi timbul dari reaksi kelas bahwa terhadap nilai-nilai kelas 
menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan 
harus dilawan. 
2. Teori-teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theoris) 
 Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori 
penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan 
sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. 
 Tiga teori utama dari cultural deviance theories, adalah: 
1. Social disorganization 
2. Differential association 
3. Cultural conflict 
1. Social Disorganization Theory 
 Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan 
area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan 
disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang 
cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. 
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 Menurut Thomas dan Znaniecky, bahwa lingkungan yang disorganized 
secara sosial, dimana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak ditransmisikan 
dari suatu generasi ke generasi berikutnya. 
 Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan anak-anak yang dibesarkan di 
daerah-daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, 
kemudian mereka melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan yang penuh 
dengan kebebasan dalam pergaulan yang pada akhirnya menjadikan mereka 
mengenal narkoba, minuman keras dan seks bebas. 
2. Differential Association 
 Prof. E.H Sutherland mencetuskan teory yang disebut Differential 
Association Theory sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 9 proporsi dalam 
menjelaskan teori tersebut, sebagai berikut: 
a) Tingkah laku kriminal dipelajari. 
b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain 
dalam proses komunikasi. 
c)  Bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi 
di dalam kelompok-kelompok orang yang intim atau dekat. 
d) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknik-
teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, 
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kadang-kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, 
dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap. 
e) Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari 
melalui definisi-definisi atau aturan-aturan hukum apakah ia 
menguntungkan atau tidak. 
f)   Seseorang yang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang 
menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari definisi-
definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum. 
g) Asosiasi differential itu mungkin berbeda-beda dalam frekuensi atau 
kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya. 
h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan 
pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme 
yang berlaku dalam setiap proses belajar. 
i)    Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari 
kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu 
tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai 
umum tersebut, karena tingkah laku noncriminal juga merupakan 
ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. 
 Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai 
seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-
pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau 
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kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya 
yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif 
mungungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran 
hukum dalam memenuhi posesifnya.  
3. Culture Conflict Theory 
 Culture Conflict Theory  menjelaskan keadaan  masyarakat dengan 
cirri-ciri sebagai berikut: 
a. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup. 
b. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu 
sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Thorstein Sellin, setiap kelompok 
masyarakat memiliki Conduct Norms-nya sendiri dan bahkan Conduct Norms 
dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan conduct norms kelompok 
yang lain. 
Sellin membedakan antara konflik primer dengan konflik sekunder. 
Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan. 
Konflik sekunder muncul jika suatu budaya berkembang menjadi budaya 
yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat conduct norms-nya 
sendiri. Konflik jenis ini terjadi ketika satu masyarakat homogen atau 
sederhana menjadi masyarakat yang kompleks di mana sejumlah kelompok-
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kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali 
tertinggal. 
C. Toeri Kontrol Sosial (Control Social Theory). 
 Pengertian teori kontrol atau Control Theory  merujuk pada setiap 
perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. 
Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan 
delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang 
bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok 
dominan. 
 Ada bebarapa tokoh dari teori kontrol sosial yaitu: 
1. Albert J. Reiss, Jr. 
Pada tahun (1951) Albert J. Reiss, Jr. telah menggabungkan  konsep 
tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran 
Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol sosial. Teori yang kemudian 
hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi. Reiss 
mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam 
menjelaskan kenakalan remaja, yaitu: 
1) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak. 
2) Hilangnya kontrol tersebut. 
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3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma 
dimaksud di sekolah, orang tua, atau di lingkungan dekat. 
Reiss juga membedakan dua macam kontrol, yaitu: Personal control 
and social control. 
Personal control (internal control) adalah kemampuan seseorang untuk 
menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar 
norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud 
dengan sosial kontrol atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok 
sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-
norma atau peraturan menjadi efektif. 
2.  Walter Reckless 
 Tahun (1961) dengan bantuan Simon Dinitz yang mengemukakan 
Containment Thoery. Teori ini menjelaskanbahwa kenakalan remaja 
merupakan akibat dari interrelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu kontrol 
eksternal dan kontrol internal. 
 Menurut Reckless, Containment internal dan external memiliki posisi 
netral, berada di antara tekanan sosial (social pressure) dan tarikan sosial 
(social Pluss) lingkungan dan dorongan dari dalam individu. 
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3. Ivan F. Nye 
 Tahun (1958) telah mengemukakan teori sosial kontrol  tidak sebagai 
suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan yang 
bersifat kasuistis. Nye juga pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-
unsur psikologis , di samping unsur substruktural dalam proses terjadinya 
kejahatan. Sebagian kasus delinquency menurut Nye disebabkan gabungan 
antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.  
4. David Matza dan Gressham Sykes 
 Tahun (1957) melakukan kritik terhadap teori subkultur dari Albert 
Cohen. Kritik tersebut mengaskan bahwa kenakalan remaja, meskipun 
dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial rendah, juga terkait 
pada sistem-sistem nilai dominan dan dalam masyarakat. Sykes dan Matza 
kemudian mengemukakan konsep atau teori tentang technique of 
neutralization. Teknik dimaksud telah menjadikan kesempatan bagi seorang 
individu untuk melonggarkan kerkaitannya dengan sistem nilai-nilai yang 
dominan tersebut, sehingga ia merasakan kebebasannya untuk melakukan 
kenakalan. 
5. Travis Hirschi 
 Tahun (1969) telah mengemukakan toeri kontrol sosial paling andal 
dan sangat popular. Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori 
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sebelumnya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang 
jelas mengenai konsep ikatan sosial. Hirschi sependapat dengan Durkheim 
dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam 
pandangan tentang kesusilaan. 
 Hirschi kemudian menjelaskan bahwa ikatan sosial meliputi empat 
unsur, yaitu: 
1) Keterikatan. 
Adalah keterkaitan seseorang pada (orang tua), sekolah, atau 
lembaga lainnya yang dapat mencegah atau menghambat yang 
bersangkutan untuk melakukan kejahtan.  
2) Keterlibatan. 
Bahwa frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, anggota Pramuka, 
panjat tebing), dan lain-lain. Cenderung menyebabkan seseorang 
untuk tidak terlibat dalam kejahatan. 
3) Pendirian kuat yang positif. 
Bahwa sebagai suatu insvestasi seseorang dalam masyarakat antara 
lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan 
dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya. 
4) Pandangan nilai moral yang tinggi. 
Merupakan unsur yang mewejudkan pengakuan seseorang akan 
norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini 
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menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan 
serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya. 
 
 Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif lain 
A. Teori Labeling 
 Tokoh-tokoh teori Labeling adalah: 
1. Becker, melihat kejahatan itu sering kali tergantung pada mata si 
pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda 
memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam 
situasi tertentu. 
2.   Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam dua 
bagian, yaitu: 
a.   Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap 
atau label. 
b.   Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. 
 Persoalan pertama dari labeling adalah memberikan label/cap kepada 
seorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan. Labeling dalam 
arti ini adalah labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat 
3.   Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut: 
a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat 
kriminal. 
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b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan 
sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan. 
c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-
undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa. 
d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat 
baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan 
menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal. 
e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling. 
f.  Penagkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan 
pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik 
pelanggarannya. 
g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum 
pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan 
keputusan dalam sistem peradilan pidana. 
h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak 
bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap 
mereka yang dipandang sebagai penjahat.    
i.  Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi 
dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan rejection of the 
rejector. 
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4.    Frank Tannenbaum menamakan proses pemasangan label tadi kepada 
si penyimpang sebagai “dramatisasi sesuatu yang jahat/kejam”. Ia 
memandang proses kriminalisasi ini sebagai proses memberikan label, 
menentukan, mengenal (mengedintifikasi), memencilkan, menguraikan, 
menekankan/menitiberatkan, menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat. 
 Bersama dengan para teoritisi yang lainnya, Tannenbaum berusaha 
mengalihkan pencarian data dari perbuatan menyimpang secara kriminologis 
kepada kontrol sosial dan mekanisme reaksi sosial. Dalam pengertian bahwa 
ini membalik arah proses analisis yang lazim, serta lebih menganggap bahwa 
prilaku kriminal menimbulkan reaksi sosial, mereka beranggapan bahwa 
reaksi sosial dapat menimbulkan prilaku kriminal. 
B. Teori Konflik (Conflik Theory) 
 Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. 
Pertarungan untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar ekstitensi 
manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok 
kepentingan berusaha mengontrol pembuatan  dan penegakan hukum. Untuk 
memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat 
model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai 
lahir dari consensus masyarakat. 
 Menurut model consensus, anggota masyarakat pada umumnya 
sepakat tentang apa  yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari 
hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. 
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Hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang 
muncul jika si individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang 
diperbolehkan atau diterima masyarakat. 
 
 Perspektif konflik meliputi beberapa variasi sebagai berikut: 
1. Teori asosiasi terkoordinir secara inperatif (keharusan). 
 Ralf Dahrendolf (1959) merumuskan kembali teori Marxis mengenai 
konflik kelas yang lebih pluralistic, di mana banyak kelompok bersaing untuk 
kekuatan, pengaruh, dan dominasi. Konsepnya mengenai “asosiasi 
terkoordinir” dengan keharusan menganut bahwa kontrol sosial dalam suatu 
masyarakat tergantung kepada hubungan bertingkat-tingkat atau hirarkis 
digolongkan menurut asosiasi superordinate. Pembagian kewenangan 
secara tidak sama menimbulkan konflik sosial, dimana kelompok-kelompok 
bawahan berusaha menentangnya. 
2. Teori pluralistic model George Vold 
 George Vold mengemukakan bahwa:”masyarakat itu sendiri dari 
berbagai macam kelompok kepentingan yang harus bersaing, dan bahwa 
konflik merupakan salah satu unsurnya yang esensial/penting dengan 
kelompok-kelompok yang lebih kuat, mampu membuat negara merumuskan 
undang-undang/hukum demi kepentingan mereka”. Banyak tindakan kriminal 
merupakan tantangan oleh kelompok bawahan terhadap pengawasan 
kelompok yang dominan, kendatipun ia nampaknya ingin membatasi uraian  
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ini hingga pada isu-isu konflik yang berkaitan dengan konflik idiologi politik, 
seperti halnya gerakan pembaharuan politik, konflik batas udara, konflik hak-
hak perdata dan sebagainya. 
 
3. Teori Austin Turk (kriminal terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kuat) 
 Turk adalah seorang tokoh penulis perspektif kriminologi konflik, 
mengetengahkan proposisi teori “hukum pidana yang ditetapkan kelompok-
kelompok yang lebih kuat” sebagai berikut: 
a) Individu-individu yang berbeda dalam pengertian dan komitmen 
mereka. 
b) Perbedaan tersebut mengakibatkan konflik. 
c) Masing-masing pihak yang berkonflik (bersengketa) berusaha 
meningkatkan pandangan-pandangannya sendiri. 
d) Mereka dengan kepercayaan yang sama cenderung bergabung dan 
membentuk komitmen serupa. 
e) Konflik yang berkepanjangan/kontinyu cenderung menjadi rutin dan 
berkembang menjadi sistem startifakasi. 
f) Sistem seperti ini menunjukkan eksploitasi ekonomi, dikekang oleh 
dominasi politik dalam segala bentuk. 
g) Kekuatan relatif pihak-pihak yang bersengketa menentukan posisi 
hirarkis mereka demikian pula perubahan-perubahan dalam distribusi 
kekuatan. 
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h) Pemusatan pandangan dalam pengertian dalam komitmen 
dikarenakan pembagian pengalaman dengan menangani orang dalam  
orang luar dan lingkungan. 
i) Pengertian manusia dan komitmen adalah dialektikal dengan ciri-ciri 
adanya konflik terus menerus (berkepanjangan). 
C. Teori Rdikal (Kriminologi Kritis) 
 Pada dasarnya perspektif kriminologi yang mengetengahkan teori 
radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang 
dapat dikatakan sebagai aliran Neo-Marxis. 
 Dua teori radikal akan dipaparkan sebagai berikut: 
1. Richard Quinney 
 Menurut Richard Quinney, beranggapan bahwa kejahatan adalah 
akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan 
melalui didirikannya negara sosialis. 
 Quinney mengetengahkan proporsinya mengenai penanggulangan 
kejahatan sebagai berikut: 
a) Masyarakat Amerika didasarkan pada ekonomi kapitalis yang telah 
maju. 
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b) Negara diorganisir untuk melayani kepentingan kelas ekonomi yang 
dominan. 
c) Hukum pidana merupakan alat atau instrumen negara kelas penguasa 
untuk  mempertahankan dan mengapdikan atau mengegalkan tertib 
sosial dan ekonomi yang ada. 
d) Kontrol kejahatan dalam masyarakat kapitalis dicapai melalui berbagai 
macam lembaga dan aparat yang didirikan dan diatur oleh gologan 
elite dalam pemerintahan,yang mewakili kepentigan kelas yang 
memerintah,degan tujuan mendirikan tertib domestic. 
e) Kontradiksi-kontradiksi kapitalisme yang telah maju adalah terdapat 
rantai putus antara keberadaan dan kebutuhan inti,dimana kelas-kelas 
bawah tetap tertekan oleh apa saja yang dianggap perlu, khususnya 
melalui penggunaan paksaan atau kekerasan sistem perundang-
undagan yang ada. 
f) Hanya melalui bubarnya atau amruknya masyarakat kapitalis dan 
diciptakannya masyarakat baru yang didasarkan pada azas sosialis 
baru bisa diperoleh pemecahan masalah kejahatan. 
2. William Chamblis 
Menurut chamblis ada hubugan antara  kapitalisme dan kejahatan 
seperti dapat ditelaah pada beberapa butir di bawah ini: 
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a) Degan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah 
antara gologan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana 
akan berkembang degan usaha memaksa gologan proletariat 
untuk tunduk. 
b) Mengalihkan peratihan kelas gologan rendah dari eksploitasi 
yang mereka alami. 
c) Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih 
rendah karena degan berkurangnya kekuatan perjuagan kelas 
akan meguragi kekuatan-kekuatan yang menjurus kepada 
fungsih kejahatan. 
Melalui pemahaman teori-teori tersebut di atas, baik refleksi kejahatan 
model konsensus maupun refleksi kejahatan model konflik memungkinkan 
dapat diikutinya pergeseran perspektifnya. Kepahaman ini akan bermanfaat 
bagi pemilihan perspektif kriminologi yang tepat bagi kebijakan kriminal dan 
kebijakan sosial di Indonesia. 
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
 Haruslah diakui kalau memberantas kejahatan itu memang sulit. 
Sebab kejahatan sudah ada sejak zaman purba dan bahkan ada bersama 
dengan kehadiran manusia atau katakanlah bersama dengan keberadaban 
manusia di dunia. 
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 Kejahatan merupakan masalah social yang senantiasa dihadapi setiap 
masyarakat didunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat 
meresahkan disamping itu juga menganggu ketertiban dan ketentraman 
dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berupaya maksimal mungkin 
untuk menaggulangi kejahatan tersebut. 
 Upaya penaggulangan kejahatan, telah dan terus dilakukan oleh 
pemerintah maupun oleh masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah 
dilakukan sambil terus-menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk 
mengatasi masalah tersebut. 
 Menurut Barda Nawawi Arief (2001:77), bahwa: 
  Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penaggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan 
criminal. Kebijakan criminal inipun tidak sosial dan kebijakan 
untuk perlindungan masyarakat, terlepas dari kebijakan yang 
lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan 
untuk kesejahteraan. 
 
 Lain halnya menurut Baharuddin Lopa (2001:16), bahwa: 
 
  Upaya dalam menaggulangi kejahatan dapat diambil beberapa 
langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (refresif) di 
samping langkah pencegahan (preventif). 
 
Langkah-langkah preventif itu meliputi: 
 
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk dapat mengurangi pengangguran, 
yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan. 
2. Memperbaiki system administrasi dan pengawasan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan-penyimpangan. 
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum 
rakyat. 
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk 
meningkatkan tindakan represif dan preventif. 
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5. Menigkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para 
pelaksanaan penegak hukum. 
 
 Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah 
kejahatan. Solusi represif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan 
kejahatan yang sudah mulai, kejahatan yang cenderung berlangsung tetapi 
belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat di cegah. 
 Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti 
kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi 
pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan, 
pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih 
perlu dicegah entah pihak pelaku yang sama atau pelaku yang lainnya. 
 Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah 
suatu reformasi. Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut 
hukuman. Hukuman yang mengakibatkan tidak ketahanan fisik atau tidak, itu 
tergantung pada bentuk hukumannya. 
 
 Menurut pandangan Wahju Muljono (2012:78), yang mengemukakan 
bahwa: 
 Penanggulangan kejahatan dimulai dari pengangkatan hakim yang 
bersifat profesional, takwa kepada Tuhan YME, dan tidak berjiwa 
bisnis dan penerapan secara tegas agar ada efek jera terhadap 
pelaku. 
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 Sedangkan menurut A.S. Alam (2010:79), dalam bukunya Pengantar 
Kriminologi  bahwa, Penaggulangan kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian 
pokok, yaitu: 
1. Pre-Emtif 
 Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penaggulangan kejahatan 
secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi 
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun 
ada kesempatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah 
lalulintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan 
lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi 
dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi. 
2. Preventif 
 Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 
Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan. Dalam upaya pereventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri 
motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada 
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ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan 
menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi upaya preventif kesempatan 
ditutup. 
3. Refresif 
 Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan 
menjatuhkan hukuman. Penanggulangan dengan upaya refresif dimaksudkan 
untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 
masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi dan orang lain juga tidak akan 
melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat 
Dalam membahas sistem refresif, tentunya tidak terlepas dari sistem 
peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit 
terdapat 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 
pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan 
yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 
BAB III 
 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
 Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan serta 
penganalisisan terhadap data guna memecahkan masalah yang ada maka, 
metode yang akan dipergunakan oleh penulis adalah metode sebagai berikut: 
A. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di kabupaten Enrekang. Dengan objek 
penelitian adalah Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian 
Sabung Ayam di Kabupaten Enrekang. Agar karya skripsi ini menghasilkan 
sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang ingin dicapai maka perlu 
dilakukan penelitian yang memiliki batasan. Pembatasan tersebut berupa 
pembatasan lokasi penelitian. Penulis memilih melakukan penelitian untuk 
wilayah Enrekang, penulis melakukan penelitian di Kecamatan Anggeraja 
tepatnya di Polsek Anggeraja, Polres Enrekang, Kecamatan, dan daerah-
daerah tertentu yang dianggap dapat memberikan data-data. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
tempat penelitian. 
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2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui study 
kepustakaan, dengan cara menelah berbagai literature, 
dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang ada relevansinya dengan penulisan ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk Data Primer, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara 
mengadakan wawancara atau Tanya jawab dengan beberapa 
pihak yang terkait dengan kasus ini. 
2. Untuk Data Sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan 
cara penelusuran dan menelah buku serta dokumen-dokumen 
yang ada kaitannya dengan objek penelitian untuk dijadikan 
sebagai landasan teoritas. 
D. Analisis Data 
 Setelah data yang diharapkan telah diperoleh dan dikumpulkan, 
kemudian diteruskan dengan analisis data dalam penulisan ini metode 
analisis yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif analitis atau 
dengan menjabarkan secara lengkap data yang telah diperoleh ke dalam 
kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang mudah dimengerti dan di 
paham. 
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BAB IV 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A.  Uraian Hasil Penelitian 
 Dalam era modernisasi sekarang ini mobilitas masyarakat akan 
semakin maju dan berkembang dimana kondisi tersebut mau tidak mau akan 
diikuti oleh jumlah kebutuhan masyarakat yang akan semakin meningkat 
pula, Keadaan tersebut secara otomatis akan mempengaruhi kondisi 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Tuntutan zaman inilah yang 
membuat pola pikir dan pola hidup masyarakat menjdi berubah. Pola pikir 
dan pola hidup tersebut tidak jarang yang mengarah ke hal yang negative 
dan berfikir instan, sehingga menimbulkan sebagai modus kejahatan. 
 Selain masalah di atas, Krisis multidimensional yang terjadi 
menyebabkan banyaknya masalah hukum dan massalah sosial. Salah satu 
contoh kejahatan yang merupakan masalah sosial yang nyata untuk 
dihadapi, yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung dalam 
kehidupan masyarakat adalah perjudian. 
 Sebelum menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian saya 
mengenai faktor penyebab maraknya perjudian khususnya judi sabung ayam 
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di Enrekang, ada baiknya kita menggali sedikit sejarah mengenai sabung 
ayam itu sendiri. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai tokoh adat, 
maka kesimpulan yang dapat eksitensi sabung ayam itu sendiri adalah: 
 “Sabung ayam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mang Pasibitte 
Manuk di Enrekang pada mulanya adalah penghormatan terhadap ketua-
ketua adat. Hal ini dilakukan dengan cara mengadu dua ayam jantan yang 
terlebih dahulu dipasangi taji (pisau kecil) di kaki sebelah kiri ayam yang akan 
diadu dimana pemilik dari masing-masing ayam jantan tersebut wajib 
munyumbangkan uang yang disebut dengan istilah “pajerei” (potongan) 
yang jumlahnya ditetapkan oleh ketua-ketua adat. 
B. Hasil penelitian di institusi Kepolisian 
1. Hasil Penelitian di Polsek Anggeraja 
Berdasarkan hasil penelitian penulisan dari Polsek Anggeraja dapat 
dilihat data kasus kejahatan perjudian di Kabupaten Enrekang seperti 
dalam table di dibawah ini 
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Tabel 1 
Data kasus judi sabung ayam di POLSEK Anggeraja 
No Tahun Jumlah Kasus Status Kasus 
1 2009 - - 
2 2010 - - 
3 2011 1 Pembinaan 
4 2012 1 Di Tangani Polres 
5 Jumlah 2 - 
Sumber Data : Polsek Anggeraja 
Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan di 
POLSEK Anggeraja, jumlah data tentang judi sabung ayam mulai dari 
tahun 2009-2012 sangat-sangatlah minim. Hanya terdapat dua kasus 
yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Anggeraja. Yang jika diuraikan 
mulai dari tahun 2009-2010 jumlah kasus yang di tangani tidak ada, 
sedangkan pada tahun 2011 jumlah kasus yang di tangani yaitu 1 
kasus yang hanya di berikan pembinaan dan pada tahun 2012 jumlah 
kasus yang di tangani yaitu 1 kasus yang langsung di tangani oleh 
Polres Enrekang. 
Menurut Briptu Irfandi, selaku Kanit Intelkam Polsek Anggeraja 
menyatakan bahwa (wawancara tanggal 20 Juni 2013): 
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 “ Minimnya kasus sabung ayam yang di tangani oleh Polsek Anggeraja 
dikarenakan POLRES Enrekang yang turun langsung ke lapangan 
dalam hal upaya penindakan terhadap judi sabung ayam” 
 
2.  Hasil penelitian di POLRES Enrekang 
 Berikut ini adalah tabel data hasil penelitian yang diperoleh dari 
POLRES Enrekang sebagai berikut: 
Tabel 2 
Data kasus judi sabung ayam di POLRES Enrekang 
No Tahun Jumlah Kasus 
1 2009 2 
2 2010 3 
3 2011 3 
4 2012 5 
5 Jumlah 13 
 Sumber Data : Polres Enrekang 
  Berbeda dengan hasil penelitian di Polsek Anggeraja, penelitian 
di POLRES Enrekang menggambarkan adanya kemajuan dalam 
upaya pemberantasan judi sabung ayam di Enrekang. Berdasarkan 
data yang diperoleh dari bagian Reserse dan Kriminal POLRES 
Enrekang, sepanjang Tahun 2009-2012 terdapat 13 kasus judi sabung 
ayam yang berhasil ditangani oleh POLRES Enrekang. Jumlah kasus 
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ini semakin tahun mengalami peningkatan, dengan rincian sebagai 
berikut: 
  Pada tahun 2009 jumlah kasus yang di tangani sebanyak 2 
kasus, sedangkan pada tahun 2010-2011 jumlah kasus yang di 
tangani sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2012 jumlah kasus yang di 
tangani sebanyak 5 kasus. 
Menurut AKP Muhajir, selaku Kasat Reserse Kriminal Polres Enrekang 
(wawancara tanggal 24 Juni 2013): 
 “ Jumlah kasus sabung ayam di kabupaten Enrekang sebenarya masih 
sangat banyak, tapi aparat mengalami banyak kendala dalam upaya 
penindkan. Misalnya daerah atau tampat mereka melakukan judi 
sabung ayam berada di lereng gunung, karena kita tau bahwa daerah 
yang ada di kabupaten Enrekang kebanyakan daerah pengunungan”. 
 
  Selain itu dalam razia yang dilakukan oleh aparat  dari Polres 
Enrekang, aparat kepolisian kebanyakan mendapati masyarakat yang 
membawa senjata tajam dalam bentuk Taji. Seperti diketahui bahwa 
taji merupakan salah satu alat yang digunakan dalam judi sabung 
ayam. Dalam hal ini pihak kepolisian menggunakan pasal yang 
berbeda untuk menjerat tersangka. Hal ini diharapkan dapat 
mengurangi maraknya judi sabung ayam di kabupaten Enrekang. 
C.  Hasil penelitian di kejaksaan 
 Berikut ini adalah tabel data hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor 
Kejaksaan Negeri Enrekang yaitu: 
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Tabel 3 
Data kasus judi sabung ayam di Kejaksaan Negeri Enrekang 
No Tahun Jumlah Kasus 
1 2009 1 
2 2010 - 
3 2011 - 
4 2012 3 
5 Jumlah 4 
 Sumber Data : Kejaksaan Negeri Enrekang 
Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan  di 
Kejaksaan Negeri Enrekang, jumlah data tentang sabung ayam mulai 
dari tahun 2009-2012 hanya terdapat 4 kasus sabung ayam. Jumlah 
ini sangatlah minim dapat kita uraikan pada tahun 2009 hanya 1 
jumlah kasus yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Enrekang, 
sedangkan pada tahun 2010-2011 jumlah kasus yang di tangani tidak 
ada dan pada tahun 2012 jumlah kasus yang di tangani oleh 
Kejaksaan Negeri Enrekang yaitu sebanyak 3 kasus. 
  
Menurut salah seorang Jaksa PN Enrekang Bapak Agus 
Taufikurrahman (wawancara tanggal 24 Juni 2013), mengatakan 
bahwa : 
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“Menurut kaca mata Hukum terjadi perjudian karena beberapa faktor: 
1. Faktor pergaulan 
2. Faktor peran masyarakat dalam menaggulangi masi kurang 
3. Faktor dari aparat Pemda Enrekang sendiri yang masih kurang 
mensosialisasikan tentang perjudian sabung ayam 
4. Kurangnnya lapangan pekerjaan sehingga membuat mereka 
terjerumus ke tindak perjudian. 
 
D.  Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Enrekang 
Tabel 4 
Jumlah kasus Judi Sabung Ayam di Pengadilan Negeri Enrekang dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
No Tahun Diterima Diputus 
1 2009 3 3 
2 2010 2 2 
3 2011 - - 
4 2012 5 5 
5 Jumlah 10 10 
 Sumber Data : Pengadilan Negeri Enrekang 
Berdasarkan data yang ada pada table 4, maka kasus 
kejahatan perjudian sabung ayam yang dip roses di Pengadilan Negeri 
Enrekang dari tahun 2009 sampai dengan 2012 dengan jumlah kasus 
sebanyak 10 kasus. Pada tahun 2009 kasus yang di terimah oleh 
Pengadilan Negeri Enrekang yaitu 3 kasus dan yang di putus 3 kasus, 
pada tahun 2010 jumlah kasus yang di terima 2 kasus dan yang di 
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putus 2 kasus, pada tahun 2011 tidak ada kasus yang di tangani oleh 
Pengadilan Negeri Enrekang dan pada tahun 2012 jumlah kasus yang 
di terima oleh Pengadilan Negeri Enrekang yaitu jumlah 5 kasus dan 
kelimanya di putus. 
 
 Menurut salah satu panitra muda Pengadilan Negeri Enrekang 
(wawancara tanggal 26 Juni 2013), mengaakan bahwa: 
“kasus perjudian yang terjadi di Kabupaten Enrekang di sebab kan 
oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan lingkungan. 
Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan karena kemampuan 
ekonomi yang kurang. Persoalan lain adalah ketika seseorang bergaul 
di lingkungan yang menganggap kejahatan sebagai hal yang wajar 
atau biasa-biasa saja”. 
 
 
 
E. Faktor Penyebab Maraknya judi sabung ayam di Kabupaten Enrekang 
 Terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang 
tentunya didorong atau disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam 
membicarakan faktor penyebab timbulnya tindak pidana judi sabung ayam, 
tentunya setiap orang akan memberikan pandangan yang berbeda-beda. Hal 
ini tergantung dari sudut mana mereka melihat dan juga akan dipengaruhi 
oleh kelompok dari masyarakat dimana mereka berada. 
 Dari hasil penelitian, telah dicobah untuk menjawab penyebab 
terjadinya kejahatan perjudian di Kabupaten Enrekang. Faktor itu bukan 
semata-mata karena faktor ekonomi saja tetapi disebabkan oleh faktor lain 
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yaitu: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kebiasaan, dan faktor 
pendidikan. 
 Utuk mengetahui faktor pendorong terjadinya kejahatan perjudian di 
Kabupaten Enrekang, berikut ini penulis akan menguraikannya sebagai 
berikut: 
1. Faktor Ekonomi 
Salah satu faktor yang menonjol yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan perjudian di Kabupaten Enrekang adalah faktor ekonomi. 
Terjadinya kejahatan perjudian karena faktor ekonomi ini disebabkan 
karena kemampuan ekonomi seseorang rendah sedangkan kebutuhan 
medesak untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang 
menyebabkan seseorang/kelompok melakukan perjudian. Seperti di 
zaman sekarang ini banyak masyarakat yang di pecat dengan beribu-
ribu alasan yang sehingga terciptanya pengangguran. Pengangguran 
yang berkepanjangan akan menimbulkan aspek psikologis yang buruk 
keatas diri pengangguran dan keluargannya, bila kondisi 
pengangguran ini terjadi. Maka sangat buruk atau kekacauan politik 
dan sosial akan timbul efek buruk kepada kesejahteraan masyarakat 
sehingga masyarakat begitu mudah untuk dipengaruhi dalam 
melakukan kejahatan perjudian. Mereka berkeyakinan dengan 
membuka usaha perjudian atau main judi akan mendapatkan 
kekeayaan yang melimpah tanpa harus bekerja keras melihat ekonomi 
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yang sekarang begitu susahnya untuk mencari pekerjaan. Jalur 
distribusi dalam bertransaksi kegiatan ekonomi illegal bentuk perjudian 
adalah saluran distribusi dari dana/uang taruhan dalam permainan 
judi. Dalam permainan judi sabung ayam, saluran distribusi dari uang 
judi dapat dibedakan menurut bandar dan petaruh, sekalipun ada 
perantara dalam peranya hanya melakukan tugas untuk memberikan 
informasi tentang adanya perjudian. 
Tekanan ekonomi karena kemiskinan yang dialami oleh 
seseorang maupun kelompok masyarakat, cenderung untuk 
melakukan kejahatan demi pemenuhan kebutuhan hidup walaupun 
dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Norma agama, norma 
kesusilaan dan lain-lain. 
Panitra Muda PN Enrekang Bapak Ruswijaya,S.H., (wawancara 
26 Juni 2013), mengatakan bahwa: 
 Salah satu faktor pendorong seseorang malakukan kejahatan 
perjudian adalah faktor ekonomi. Apabila perekonomian 
seseorang lemah, sedangkan kebutuhan hidup yang mendesak, 
seseorang akan cenderung melakukan kejahatan, salah satu 
kejahatan perjudian. Apalagi orang tua yang mempunyai 
tanggungan (anak dan istri) tetapi tidak mempunyai 
penghasilan, sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya dan mengambil langkah yang bertentangan 
dengan hukum. 
 Jadi, dengan perekonomian seseorang yang lemah akan 
cenderung melakukan kejahatan seperti perjudian demi memenuhi 
kebutuhan hidup baik secara pribadi maupun keluargannya. 
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2. Faktor Lingkungan 
Dimana faktor lingkungan juga dapat termasuk dalam penyebab 
terjadinya kejahatan perjudian, faktor lingkungan sanagat besar sekali 
untuk mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat karena dalam 
bermasyarakat yang diutamakan adalah lingkungan. Namun faktor 
lingkungan yang di sini memberikan pelajaran supaya tidak begitu 
mudah untuk terpengaruh atau terjerumus didalamnya. Apabila pelaku 
kejahatan perjudian tinggal dikalangan lingkungan yang gemar dalam 
bermain judi maka lama-kelamaan masyarakat yang tinggal 
dilingkungan tersebut juga terpengaruh ikut dan terjerumus dalam 
permainan judi tersebut.    
Menurut, Briptu Irfandi sebagai Kanit Intelkam Polsek Anggeraja 
(wawancara 20 Juni 2013), mengatakan bahwa: 
Salah satu faktor yang mendukung terjadinya kegiatan pejudian 
sabung ayam di Kabupaten Enrekang adalah keadaan 
lingkungan, dimana kita lihat secara geografis bahwa daerah 
Kabupaten Enrekang merupakan daerah pegunungan yang 
sangat memungkinkan masyarakat atau pelaku perjudian 
melakukan tindak pidana. 
 
Lingkugan seseorang sangat berpengaruh terhadap karakter 
yang bersangkutan, kalau ingin baik-baik kemungkinan perilakunya 
pun akan baik, tetapi bila bergaul dengan penjudi kemungkinan akan 
terpengaruh sehingga ikut berjudi. 
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3. Faktor Budaya 
Faktor kebiasaan ini merupakan salah satu pengaruh besar 
maraknya judi sabung ayam di Kabupaten Enrekang. Ini di karenakan 
adanya pengaruh budaya dari toraja yang menganggap bahwa judi 
sabung ayam adalah sebuah adat yang harus dilestarikan. Toraja yang 
berbatasan langsung dengan Kabupaten Enrekang sangat memungkin 
kan untuk masuknya budaya toraja ke Enrekang. 
Menurut, Ruswijaya, S.H., Panitra Muda PN Enrekang 
(wawancara 26 Juni 2013), mengatakan bahwa: 
Terjadinya perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang 
terjadi di karenakan adanya pengaruh dari budaya tetangga 
yaitu toraja yang masyarakat mereka menganggap bahwa 
kegiatan tersebut adalah sebuah pesta. 
4. Faktor Pendidikan 
Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan,  dan faktor budaya 
seperti yang penulis uraikan diatas yang menjadi penyebab atau yang 
melatar belakangi terjadinya kejahatan perjudian di Kabupaten 
Enrekang, ada juga faktor penunjang lainnya yaitu faktor pendidikan. 
Pendidikan juga sangat berpengaruh bagi pengembagan mental, 
perilaku/karakter setiap individu, baik itu dalam lingkungan keluarga 
maupun pendidikan formal maupun non formal akan sangat 
berpengaruh terhadap timbulnya tindakan kriminalitas. Walaupun hal 
ini sangat relatif tetapi kenyantaan menunjukkan bahwa kurangnya 
pendidikan seseorang berpengaruh terhadap perilaku sehari-hari 
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dalam masyarakat, seperti rendah diri, kurang kreatif atau kurang 
tanggap dalam menghadapi perkembangan sosial dalam masyarakat. 
 Hubungan kejahatan perjudian yang dilakukan seseorang dengan 
faktor pendidikan terhadap dirinya, adalah karena seseorang/kelompok tidak 
tahu apa yang dilakukan dan apa dampak dari perbuatan yang dilakukan. 
Sehingga perlu dibutuhkan pendidikan dan pemahaman kepada setiap orang 
mengenai dampak dan konsekuensi dari kejahatan perjudian yang dilakukan, 
bahwa apabila ada seseorang/kelompok yang melakukan kejahatan 
perjudian, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan 
dengan norma-norma baik norma agama maupun norma-norma sosial 
lainnya khususnya norma hukum. 
 Pemahaman seperti penulis yang uraihkan diatas perlu ditanamkan 
kepada setiap orang, agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dampak atau konsekuensi dari kejahatan perjudian yang dilakukannya. 
Pemahaman dan pengetahuan yang diberikan kepada setiap orang tersebut 
akan berdampak khususnya penjudi akan merasa takut untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan tersebut, karena sudah mengetahui dan memahami 
apa konsekuensi apabila dia melakukan perbuatan tersebut. 
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F. Upaya Penaggulangan yang di Lakukan Aparat Penegak Hukum 
terhadap Judi Sabung Ayam di Kabupaten Enrekang. 
 Sebagai mana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa maraknya judi 
sabung ayam di Kabupaten Enrakang disebabkan oleh beberapa faktor 
tersebut dapat dicegah dan diatasi. 
 Bertitik tolak dari latar belakang terjadinya judi sabung ayam di 
Kabupaten Enrekang seperti telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, 
maka upaya-upaya instansi yang terkait dengan ini dalam menaggulangi 
masalah tersebut secara garis besar yaitu: 
1. Upaya Preventif 
2. Upaya Refresif 
Judi sabung ayam adalah merupakan kejahatan yang sudah sangat 
lama  meresahkan masyarakat dan telah banyak menyedot uang 
masyarakat. Sehingga mendorong para anggota masyarakat, pahak-
pihak/pejabat yang berwenang bersama-sama dengan masyarakat dengan 
potensi yang memadai berupaya dengan sungguh-sungguh mengadakan 
pencegahan dan penaggulangan kejahatan perjudian yaitu: 
1. Pihak Kepolisian 
 Menurut AKP Muhajir selaku Kasat Reskrim Polres Enrekang, bahwa 
upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak kepolisian untuk 
menaggulangi judi sabung ayam adalah: 
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a) Upaya preventif 
Upaya preventif merupakan upaya penaggulangan yang dilakukan 
untuk mencegah kejahatan yang baru pertama kali akan dilakukan dengan 
seseorang. Adapaun upaya preventif yang dapat dilakukan yaitu: 
 Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pelajar. 
Arti pentingnya penyuluhan hukum terhadap masyarakat dimaksudkan 
untuk memberikan pengetahuan dan pemhaman serta mendidik masyarakat 
supaya mereka mengerti hukum, sehingga mereka akan lebih menghargai 
dan mematuhi hukum yang berlaku dengan sebaik-baiknya. Sistem hukum 
yang harus di patuhi dan ditaati serta di pahami oleh masyarakat tidak hanya 
terbatas pada hukum tertulis saja tetapi yang lebih luas didalamnya hukum 
adat serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 
Sebagai implikasi penyuluhan hukum di masyarakat, khususnya para 
orang tua, pemuda dan remaja perlu di lakukan sedini mungkin dengan 
harapan bahwa mereka akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dengan 
demikian masyarakat yang sering resah dan tidak nyaman karena adanya 
kejahatan perjudian yang terjadi diligkungannya berangsur-angsur akan 
hilang. 
 Melakukan Razia 
Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum, dalam melakukan 
upaya preventif dengan melakukan razia ketempat yang rawan terjadi 
kejahatan perjudian. Razia ini dilakukan sebagai upaya penaggulangan 
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kejahatan. Hal ini bertujuan untuk menaggulangi kajahatan perjudian, 
mengigat Kabupaten Enrekang merupakan daerah yang sering terjadi 
kejahatan perjudian. 
b) Upaya Represif 
Upaya represif merupakan upaya yang memerlukan tindakan 
kepolisian dalam menagani kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan. 
Adapun upaya represif yang dilakukan adalah: 
 Melakukan Penyidikan 
Kejadian atau peristiwa yang memerlukan tindakan polisi yang 
dilaporkan oleh saksi atau mungkin juga polisi yang bertugas. Dalam hal ini 
pemeriksaan polisi terhadap suatu peristiwa kejahatan melalui pemeriksaan 
pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa 
tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian 
perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam 
pemeriksaan suatu kejahatan. 
Setelah proses penyidikan selesai dilakukan, maka proses selanjutnya 
adalah penuntutan, dimana berkas yang telah disidik oleh penyidik 
diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk urusan selanjutnya. Setelah 
menerimah surat pemberitahuan model P-21, maka tersangka dan barang 
bukti segera dilimpahkan ke tahap II. Jika proses penuntutan telah selesai, 
penuntut umum melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Negeri yang 
berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. 
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2. Lembaga Pemasyarakatan  
 Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga milik negara, yang 
menjadi tempat para pelaku kejahatan dalam melaksanakan hukuman yang 
diberikan kepadanya. Lembaga pemasyarakatan selain berfungsi sebagai 
tempat para pelaku menjalankan hukuman, mereka juga dididik dan dibina 
serta dibekali suatu keterampilan agar kelak setelah mereka bebas, mereka 
menjadi orang yang berguna dan dapat berinteraksi kembali dengan 
masyarakat dan bukan lagi menjadi narapidana yang meresahkan 
masyarakat karena perbuatan jahat yang dilakukannya, sehingga kehidupan 
yang mereka jalani setelah keluar dari penjara dapat lebih baik karena 
kesadaran mereka untuk melakukan perubahan dalam dirinya maupun 
bersama dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. 
3. Masyarakat. 
 Penaggulangan kejahatan sebagai upaya untuk menciptakan 
ketertiban dan perasaan aman masyarakat dapat dilakukan dengan cara: 
 Perbaikan lingkungan yang kurang sehat, karena lingkungan yang 
buruk akan mempengaruhi tingkah laku seseorang dan masyarakat. 
 Mengikuti penyuluhan hukuman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 
berwenang yang mapan dalam ilmu hukum. 
 Berani melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya 
kejahatan perjudian sehingga segera diadakan penaggulangan 
terhadapa kejahatan perjudian tersebut.   
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BAB V 
 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, akhirnya 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Latar belakang terjadinya kejahatan perjudian di Kabupaten Enrekang 
disebabkan beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor ekonomi, 
faktor lingkungan, faktor budaya, dan faktor pendidikan. Faktor 
lingkungan dan faktor budaya tersebut merupakan faktor yang 
dominan mempengaruhi atau yang melatarbelakangi terjadinya judi 
sabung ayam di Kabupaten Enrekang. 
2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menaggulangi kejahatan 
perjudian yang terjadi di Kabupaten Enrekang yaitu: 
a) Upaya preventif yaitu upaya penaggulangan yang dilakukan untuk 
mencegah tindak pidana atau kejahatan yang baru pertama akan 
dilakukan seseorang seperti melakukan penyuluhan hukum terhadap 
masyarakat dan melakukan razia. 
b) Upaya represif yaitu upaya yang memerlukan tindakan kepolisian 
dalam menagani kejahatan setelah kejahatan itu terjadi seperti 
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melakukan penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan dan proses 
persidangan terhadap terdakwa. Selain pihak kepolisian, kejaksaan 
dan pengadilan, upaya penaggulangan kejahatan perjudian ini juga 
dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dan masyarakat. 
c) Peran serta masyarakat dalam pemberantasan judi sabung ayam 
sangat diharapkan. Karena dengan adanya kesadaran masyarakat 
mengenai dampak negative dari judi sabung ayam itu akan member 
efek positif terhadap masyarakat itu sendiri sekaligus dapat 
mengurangi dan dapat diharapkan dapat memberantas maraknya judi 
sabung ayam. 
B. Saran 
 Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang menyangkut 
hal yang ada kaitanya dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi 
semua pihak yang bersangkutan, yaitu: 
1. Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan 
perjudian, maka diharapka kepada parat penegak hukum yang 
berwenang untuk melakukan pencegahan dan penaggulangan secara 
serius, terpadu dan juga melibatkan masyarakat. 
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam 
menangani kejahatan perjudian agar memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan agar masyarakat tidak mengalami atau melakukan hal-hal 
83 
yang akan semakin mendekatkan mereka dengan kejahatan yang 
lebih besar. 
3. Penyuluhan hukum dan diskusi publik tentang dampak negative judi 
sabung ayam kepada masyarakat secara umum dan pelajar serta 
generasi muda secara khusus. Sehingga dapat menumbuhkan 
pemahaman masyarakat dan generasi muda yang dapat merubah 
pola pikir menyimpang masyarakat selama ini. 
4. Diharapkan kepada masyarakat khususnya kepada pelajar dan 
generasi muda agar wajib menghadiri penyuluhan hukum yang 
dilakukan oleh penegak hukum, supaya masyarakat dan generasi 
muda dapat mengetahui tentang hukum dan dapat menghindari 
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dalam hukum. 
5. Perlunya perbaikan koordinasi antara aparat penegak hukum, 
pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sehingga dapat 
memininalisir maraknya judi sabung ayam di Kabupaten Enrekang 
sehingga di harapkan kelak masyarakat Enrekang dapat terbebas dari 
judi sabung ayam yang selama ini merupakan masalah utama di 
Kabupaten Enrekang.  
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